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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka disusun kesimpulan
untuk rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 484 ayat 1 huruf (e) kata “perkawinan yang sah” ini memiliki
dampak yang cukup besar dalam penerapannya. Jika ditafsirkan “perkawinan
yang sah” hanya berlaku pada orang, pasangan/kelompok yang perkawinannya
dicatatkan/yang memiliki dokumen pernikahan. Sementara dalam Buku 1 ayat (2)
yang melarang tentang analogi, sehingga akibatnya jika ditafsirkan akan
berdampak overcriminalization terhadap pasangan yang menikah tanpa surat
nikah, misalnya pasangan yang menikah di bawah tangan, perkawinan yang
dilakukan secara adat, atau pernikahan di luar agama yang diakui.

2. Dalam rumusan Pasal 484 ayat (1) huruf e dan ayat (2) berpotensi menimbulkan
overcriminalization dalam masyarakat. Sehingga perlu dilakukan perumusan
ulang terhadap Pasal 484 RUU KUHP dalam ayat (1) huruf e dan ayat (2),
melalui suatu proses kebijakan hukum pidana dengan pertimbangan bahwa
penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional,
perbuatan yang ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan

yang dikehendaki, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan prinsip biaya

114



114

dan hasil (cost and benefit principle), penggunaan hukum pidana harus
memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari penegak hukum,
B. Saran
Berdasarkan dari hasil analisis penelitian dan pembahasan ini, maka
dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pembuat/perancang undang-undang untuk merumuskan
kembali pasal-pasal yang masih menjadi polemik di masyarakat, agar tidak
menimbulkan permasalahan hukum baru dalam penerapannya. Terutama dalam
rumusan Pasal 484 RUU KUHP pada ayat (1) huruf e dan Pasal 484 ayat (2),
dengan cara melakukan kajian/pendekatan kebijakan hukum pidana dan
mempertimbangkan dampak dari pasal tersebut bila disahkan nantinya.

2. Diharapkan kepada pembuat/perancang undang-undang dalam membuat suatu
kebijakan terhadap hukum pidana agar mempertimbangkan dalam perumusan
pasal-pasal, tidak ada makna yang multitafsir dalam penerapannya. Sehingga
dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan agar tidak menjadi

permasalahan dalam masyarakat nanti.
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